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Mengingat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR  3   TAHUN 2015

 

TENTANG
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI 

KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI PADANG PARIAMAN
 

 a. bahwa berdasarkan 

24 Tahun 2013 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, 

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut 

biaya; 

b. bahwa berdasarkan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 

Penggantian Biaya Cetak KTP 

perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a dan 

Peraturan Daerah tentang

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP 

dan Akta Catatan sipil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang N

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 

Lingkungan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta

Nomor 26); 

2. Undang-Undang Nomor 49 

Pembentukan Kabup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 

Pembentukan Kota Pariaman 

Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

 
 
 
 
 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2015 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK 

AKTA CATATAN SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 

berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang 

 tentang Perubahan atas Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

menyatakan pengurusan

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut 

berdasarkan tersebut di atas, maka Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta C

berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

huruf a dan huruf b perlu me

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP 

dan Akta Catatan sipil. 

Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 

Daerah Propinsi Sumatera 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta

Undang Nomor 49 Tahun 1999 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3898); 

Undang Nomor 12 Tahun 2002 

embentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
PENGGANTIAN BIAYA CETAK 

Undang Nomor 

tentang Perubahan atas Undang-

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

pengurusan dan 

penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut 

di atas, maka Peraturan 

tentang Retribusi 

Catatan Sipil 

berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

menetapkan 

Pencabutan Peraturan 

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP 

ahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 

Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

ahun 1999 tentang 

Kepulauan Mentawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

umatera 

ran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor... 



 
 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4187);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 3455);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5475); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Pembentukan Batas Kota Madya Daerah Tingkat II 

Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia... 



Indonesia Nomor 3164); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 

15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 

Induk Kependudukan Kependudukan Secara Nasional, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 

tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis 

Nomor Induk Kependudukan Kependudukan Secara 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 257); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
 

 
 
 
 
 
 

  
Dengan Persetujuan Bersama  

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

 PADANG PARIAMAN 
 

dan 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan 
 

: 
 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 03 
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RETRIBUSI 
PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN 
 

Pasal I... 



Pasal I 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten padang Pariaman Tahun 2011 Nomor 03 ) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
 

Pasal II  
 
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten padang 
Pariaman. 
 

Ditetapkan di Parit Malintang 
pada tanggal  23 Desember  2015 
 
Pj. BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 
                     dto 
 
            ROSNINI SAVITRI 

 

Diundangkan di Parit Malintang 
pada tanggal  23 Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

 
dto 

 
JONPRIADI 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2015 NOMOR 
3 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI 
SUMATERA BARAT: 2/2015; 
 


